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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu pedoman berdasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu

mengatur penerapan e-Planning;
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Mengingat

. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

perencanaan pembangunan daerah sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya
disingkat SIPD adalah suatu sistem yang digunakan
untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan,
monitoring, dan evaluasi dokumen rencana
pembangunan daerah secara elektronik.

Data Berbasis Elektronik/e-Database adalah aplikasi
yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan
data dan informasi kondisi daerah berbasis daring.
Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah
aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan
kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah merumuskan kebijakan dalam
penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis
daring.

Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi
yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian
kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis
daring.

Pelaporan  Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah
aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen
analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis
daring.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan
wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Perencanaan
Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya
disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
pengumpulan, pengisian, evaluasi data dan informasi
serta penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana
pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana  Pembangunan Tahunan  Daerah  yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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17.

18.

19.

20.

21.
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Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana Kkerja dan anggaran
Organisasi Perangkat Daerah.

Data Tunggal adalah data yang sifatnya belum diolah
atau dianalisis.

Data Komposit adalah data berupa hasil olahan dan
analisis.

Standar Data adalah standar yang mendasari data
tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi,
ukuran, satuan, dan asumsi.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku untuk menggambarkan data,
menjelaskan data, serta memudahkan pencarian,

penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur informasi pemerintahan

daerah dalam ruang lingkup informasi pembangunan daerah

yang meliputi:

a. data berbasis elektronik/e-Database;

b. perencanaan berbasis elektronik/ e-Planning;

c. monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev; dan

d. pelaporan berbasis elektronik/e-Reporting.
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